
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

 NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa penyusunan APB Desa dilakukan dengan transparan,
akuntabilitas,  dan  partisipatif  dengan  berlandaskan
Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  sinkronisasi
perencanaan  anggaran  Pemerintah  Desa,  anggaran
pendapatan  dan  belanja  desa  disusun  sesuai  dengan
kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan
kemampuan pendapatan desa berdasarkan rencana kerja
pemerintah desa tahun berkenaan;

c. bahwa  dalam  rangka  sinkronisasi  kebijakan  pemerintah
daerah dan pemerintah desa di  Daerah dan memberikan
dasar hukum dalam penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja desa, perlu adanya pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,  huruf  b,  dan huruf c,  perlu menetapkan
Peraturan Bupati  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor  244,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang
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Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  Nomor 11 Tahun
2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor
11,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang
Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEDOMAN  PENYUSUNAN
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DESA  TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah  Daerah  adalah Bupati  sebagai  unsur

Penyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pemerintah Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu  perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disebut  APB  Desa  adalah  rencana  keuangan  tahunan
Pemerintahan Desa. 

6. Pedoman  Penyusunan  APB  Desa  adalah  pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dari  rencana pembangunan
jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Pemerintah  Daerah  menetapkan  Pedoman  Penyusunan
APB Desa Tahun Anggaran 2026.

(2) Pedoman  Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sinkronisasi  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dengan

kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya.

(3) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran
2026  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Desember 2025

 
BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Desember 2025
 
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

${ttd}

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006
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